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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka 
untuk umum.  

 
 
 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk 

kita semua. Agenda persidangan pada siang ini adalah Pengucapan 
Putusan untuk 2 perkara, yaitu Perkara Nomor 89/PUU-XVIII/2020 dan 
Perkara Nomor 99/PUU-XVIII/2020. Sebelumnya, dipersilakan Pemohon 
Nomor 89, siapa yang hadir?  

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-

XVIII/2020: ARI JC PASARIBU 
 

Baik, Yang Mulia. Yang hadir saat ini adalah Ari JC Pasaribu. Yang 
kedua, Ibu Sundari Susilaningsih. Yang ketiga, Bernard Brando Yustisio. 
Ada 3 orang, Yang Mulia. 

 
3. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Ya, baik. Pemohon 99? Ya, tidak hadir, ya. DPR, silakan. Siapa 
yang hadir? 

 
4. DPR: MEGA IRIANA RATU 
 

Izin, Yang Mulia. DPR mewakili pusat pemantauan pelaksanaan 
undang-undang sekretariat jenderal DPR dengan Mega Iriana Ratu dan 
Indah Rahmawati. 

 
5. KETUA: ANWAR USMAN 

 
Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, silakan. 
 

6. PEMERINTAH: PURWOKO 
 

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat 
siang, salam sejahtera untuk kira semua. 

Dari Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM Bapak 
Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, kemudian 
Bapak Wawan Zubaedi. Saya sendiri Purwoko.  

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.24 WIB 

KETUK PALU 3X 
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Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja ada Bapak Heru 
Pramono, Bapak Muhammad Ikrar, dan Hendry Wijaya. Demikian, Yang 
Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.   

 
7. KETUA: ANWAR USMAN 

 
Kita mulai dengan pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 

89/PUU-XVIII/2020. 
Bismillahirrahmaanirrahiim.   
 

PUTUSAN 
Nomor 89/PUU-XVIII/2020 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan 
oleh: 

 Nama: Yok Sagita 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Maret 2020 
memberi kuasa kepada Ari J.C. Pasaribu, S.H., M.Kn., dan 
kawan-kawan, Jalan Utan Kayu Raya Nomor 68H, Utan Kayu 
Utara, Matraman, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas 
nama pemberi kuasa; 
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 
 

2.  DUDUK PERKARA 
 

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 
8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Kewenangan Mahkamah 

[3.1] Dianggap dibacakan. 
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[3.2]   Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 
 
Kedudukan Hukum Pemohon 

[3.3]  Dianggap dibacakan, [3.4] dianggap dibacakan, [3.5] angka 1, 2, 
3, 4, 5, 6 sampai dengan 12, Mahkamah berpendapat Pemohon 
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon 
dalam permohonan a quo. 

[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili  
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, 
maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok 
permohonan Pemohon. 

 
Pokok Permohonan 

[3.7]  Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai 
inkonstitusionalitas kata “khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004 
manakala tidak dimaknai menjadi: 
1. bahwa “Kata khusus bukanlah sebagai pengaturan khusus 

untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa 
berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi 
penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial”; 

2. bahwa “Kata khusus yang dimaksudkan untuk membatasi 
permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan 
Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di 
bidang hubungan industrial adalah tidak sesuai dengan norma 
Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang menempatkan UUD 
Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional”; 

[3.8]  Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon 
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 
sampai dengan bukti P-31; 

[3.9]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan 
Pemohon, Mahkamah menemukan isu konstitusional yang 
dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah kata 
“khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004 yang mengakibatkan 
Pemohon terhalang untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan 
Kembali, karena sifat “khusus” dari Pengadilan Hubungan 
Industrial tersebut yang meniadakan upaya hukum peninjauan 
kembali. 
Bahwa setelah mencermati lebih lanjut dalil permohonan 
Pemohon, terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, 
Mahkamah menemukan permasalahan bahwa pasal yang 
dimohonkan pengujian sesungguhnya hanya merupakan 
ketentuan mengenai klasifikasi atau pembagian dari lembaga 
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peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU 48/2009, 
yang menyatakan badan peradilan yang berada di bawah 
Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan 
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan 
tata usaha negara. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 
menyatakan, Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam 
salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Kemudian 
Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 tersebut menyatakan, 
yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah 
pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, 
pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial 
dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan 
umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan 
peradilan tata usaha negara. Selain kekhususan itu, penyelesaian 
perkaranya pun menggunakan hukum acara yang bersifat khusus, 
karena menganut prinsip penyelesaian perkara secara cepat 
(speedy trial). Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 55 UU 2/2004 
telah jelas pula menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan 
Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada 
lingkungan peradilan umum. Dengan demikian jelaslah bahwa 
Pasal 55 UU 2/2004 hanya merupakan pasal yang menjelaskan 
mengenai kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak 
perlu dimaknai lain selain yang telah ditentukan dalam norma a 
quo (expressis verbis). Dengan demikian, menurut Mahkamah, 
adalah tidak tepat apabila norma yang dimohonkan pengujian 
dalam permohonan a quo adalah Pasal 55 UU 2/2004. 

 Adapun kerugian konstitusional yang telah Pemohon alami yang 
menurut Pemohon dikarenakan oleh berlakunya Pasal 55 UU 
2/2004, menurut Mahkamah, sesungguhnya persoalan tersebut 
berkaitan erat dengan Pasal 56 dan Pasal 57 UU 2/2004, dan 
Mahkamah telah pula menimbang berkenaan dengan pengujian 
kedua pasal a quo, yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 34/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 September 2009 
…Mohon maaf, bertanggal 23 September 2019 dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 
Oktober 2019. Kemudian Mahkamah akan menegaskan kembali di 
dalam pertimbangan putusan ini, yaitu mengutip Paragraf 
[3.10.5] dan Paragraf [3.10.6] Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 34/PUU-XVII/2019: 

[3.10.5] Dianggap dibacakan. 

[3.10.6] Dianggap dibacakan. 

Bahwa meskipun Mahkamah telah berpendapat sebagaimana 
dikutip di atas, namun setelah mencermati petitum Pemohon, 
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menurut Mahkamah, rumusan petitum yang memohon dua tafsir 
berbeda terhadap satu kata yang sama yaitu “khusus”, sedangkan 
Majelis Hakim Panel telah pula menanyakan kepada Pemohon 
berkenaan dengan Petitum a quo pada sidang pemeriksaan 
pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, 
dan menurut Pemohon kedua petitum tersebut adalah petitum 
yang berbeda. Namun oleh karena tidak terdapat kata “atau” di 
antara kedua petitum (petitum alternatif) hal tersebut justru 
memunculkan pertentangan di antara keduanya sehingga 
menimbulkan ketidakjelasan perihal apa yang sesungguhnya 
dimohonkan oleh Pemohon.  
Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, bahwa ketidaktepatan 
pasal yang dimohonkan pengujian dan ketidakjelasan petitum 
yang demikian mengarahkan Mahkamah untuk menyatakan 
bahwa permohonan Pemohon adalah kabur. 

[3.10]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 
meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, 
dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena 
permohonan Pemohon kabur yaitu terdapat ketidaktepatan norma 
yang dimohonkan pengujian dan ketidakjelasan petitum, oleh 
karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan 
Pemohon lebih lanjut. 

 
9. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

  Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

[4.2]  Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan; 

[4.3]  Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih 
lanjut. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi dan seterusnya; 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 
 

KETUK PALU 1X 
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel 
Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan 
Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 
delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 
umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun 
dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.40 WIB, oleh 
sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak 
Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan 
Presiden atau yang mewakili. 
  Selanjutnya atau yang terakhir. 
 

PUTUSAN 
NOMOR 99/PUU-XVIII/2020 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang diajukan oleh: Joshua Michael Djami 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2020, 
memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, 
S.H., dan kawan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;   
  Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
 

2.  DUDUK PERKARA 
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 

 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 

 
10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

[3.1]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 
permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum dalam permohonan 
a quo, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal 
sebagai berikut:  
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1. Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Perkara 
bertanggal 5 November 2020 dan telah dilakukan registrasi 
dengan Nomor 99/PUU-XVIII/2020, tertanggal 9 November 
2020, yang diajukan oleh kuasa hukum Zico Leonard Djagardo 
Simanjuntak, S.H. dan Dora Nina Lumban Gaol, S.H., dengan 
perihal pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 
ayat (2)  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah 
Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pasal 39 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan 
seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut UU MK) 
menyatakan, Pasal 1 … ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.  

3. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK 
sebagaimana diuraikan pada angka 2 tersebut, Mahkamah telah 
menetapkan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 
November 2020, pukul 13.00 WIB, yang pada Sidang 
Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud dihadiri oleh kuasa hukum 
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dan Dora Nina 
Lumban Gaol, S.H., bahwa dalam persidangan tersebut, 
sebelum memberikan kesempatan kepada kuasa hukum untuk 
menyampaikan pokok-pokok permohonannya, Mahkamah 
setelah mempelajari berkas permohonan termasuk mencermati 
objek pengujian sebagaimana yang tercantum di dalam surat 
kuasa yang diberikan kepada para kuasa hukum maupun yang 
ada dalam permohonan, Mahkamah mendapatkan adanya 
perbedaan antara objek pengujian yang terdapat dalam 
permohonan dengan objek pengujian yang tercantum di dalam 
surat kuasa. Di dalam permohonan, substansi norma yang 
dimohonkan pengujian adalah Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan 
Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, sedangkan di dalam Surat Kuasa Khusus 
bertanggal 29 Oktober 2020 prinsipal (pemberi kuasa) 
memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan 
permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja (vide surat 
kuasa terlampir dalam permohonan). 
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4. Bahwa terhadap adanya perbedaan objek pengujian 
sebagaimana diuraikan pada angka 3 tersebut, Mahkamah pada 
persidangan pendahuluan telah meminta klarifikasi kepada 
kuasa hukum dan para kuasa hukum telah secara tegas 
membenarkan akan fakta tersebut. Oleh karena itu dengan 
adanya fakta hukum dimaksud, Mahkamah 
mempertimbangkan, bahwa oleh karena pada esensinya surat 
kuasa secara universal adalah pelimpahan wewenang dari 
seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau 
pejabat lain untuk mewakili pihak yang memberi wewenang 
dalam urusan tertentu. Lebih lanjut dalam hal surat kuasa 
tersebut bersifat khusus, sebagaimana jenis surat kuasa khusus 
yang diberikan oleh prinsipal (pemberi kuasa) kepada para 
kuasa hukum dalam permohonan a quo, maka pemberian 
kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu 
atau lebih yang secara tegas disebutkan secara limitatif dalam 
surat kuasa dimaksud, termasuk tindakan-tindakan yang boleh 
dilakukan oleh penerima kuasa (vide Pasal 1975 KUHPerdata).  

5. Bahwa dengan adanya fakta hukum dan berdasarkan ketentuan 
sebagaimana diuraikan pada angka tersebut di atas, maka 
terhadap adanya perbedaan objek pengujian sebagaimana 
yang terdapat dalam permohonan dengan surat kuasa, 
Mahkamah berpendapat para kuasa hukum tidak mempunyai 
wewenang untuk menyampaikan permohonan yang akan 
disampaikannya di depan persidangan. Sebab, pada hakikatnya 
tidak ada hubungan hukum antara prinsipal (pemberi kuasa) 
dengan permohonan yang diajukan oleh para kuasa hukum 
yang mendalilkan menerima kuasa untuk mewakili kepentingan 
prinsipal (pemberi kuasa) dalam mengajukan permohonan 
tersebut dan oleh karenanya Mahkamah pada persidangan 
pendahuluan tidak memberi kesempatan kepada kuasa hukum 
untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan (vide risalah 
sidang tanggal 26 November 2020). 

6. Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana yang 
telah diuraikan pada angka 4 tersebut di atas, oleh karena surat 
kuasa merupakan dasar bagi kuasa hukum untuk mengajukan 
permohonan yang mewakili kepentingan prinsipal (pemberi 
kuasa), maka terhadap Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 
Oktober 2020 yang terlampir dalam permohonan a quo harus 
dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan dasar 
bagi kuasa hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa 
dalam permohonan a quo. Mahkamah juga berpendapat bahwa 
oleh karena antara permohonan dan surat kuasa adalah satu 
kesatuan yang utuh di dalam mengajukan permohonan 
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka 
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dengan adanya inkonsistensi mengenai objek pengujian antara 
yang ada di dalam permohonan dengan surat kuasa tersebut 
dan dengan pertimbangan asas peradilan cepat, sederhana dan 
biaya ringan (vide Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009), permohonan a 
quo tidak relevan lagi untuk dilakukan persidangan lebih lanjut. 

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut 
di atas, menurut Mahkamah permohonan a quo adalah tidak jelas 
(kabur). 

[3.2]  Menimbang bahwa oleh karena permohonan adalah tidak jelas 
(kabur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut 
permohonan dan hal-hal lainnya.  

 
11. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Permohonan tidak jelas atau kabur; 
[4.2]  Permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi dan seterusnya. 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 

 
 

 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, 
Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi 
Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 
delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 
umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun 
dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB, oleh 
sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria 
Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, 
tanpa dihadiri Pemohon. 

Pengucapan Putusan telah selesai. Untuk salinan putusan, akan 
dikirim melalui email kepada Para Pihak setelah sidang dinyatakan 
ditutup. 
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Kemudian, untuk salinan putusan yang berupa hard copy akan 
dikirimkan paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan selesai. 

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Jakarta, 17 Desember 2020 
Panitera, 

      
               
                ttd. 

  
     

Muhidin 
NIP. 19610818 198302 1 001 

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB 
 

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah 
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 
 

KETUK PALU 3X 


